tPublishing

Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 4, 2024, Hal: 1-11

Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai
dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif

di DKI Jakarta

(Legal Violations Against the Installation of Party Billboards During the General
Election Campaign Period Legislative Candidates in Jakarta)

Sefrina Linda Adilla Putri!, Irwan Triadi2*

12 Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; 2310611075@mahasiswa.upnvj.ac.id
irwantriadil@yahoo.com

Abstrak: Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu momen penting dalam sebuah negara demokratis
yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, di mana masyarakat berhak untuk memilih wakilnya secara bebas dan adil.
Salah satu aspek krusial dalam proses ini adalah kampanye politik, yang memungkinkan calon legislatif. Metode
penelitian yang digunakan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.
Pelanggaran yang dilakukan meliputi pemasangan baliho yang mengganggu ketertiban umum, merusak baliho peserta
pemilu, dan penempatan baliho di tempat-tempat terlarang, sehingga komisi pemilihan umum memiliki peranan penting
dalam menindaklanjuti pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
Penyelesaian menanggapi pelanggaran dari berbagai sanksi hukum administratif yang dapat diterapkan termasuk
paksaan pemerintahan, dwangsom, dan denda administrasi, karena kurangnya pengawasan dan kesadaran terhadap
regulasi menjadi faktor penyebab, dengan implikasi gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu
lintas.

Katakunci: Pelanggaran Hukum, Pemasangan Baliho, Pemilihan Umum, Calon Legislatif

DOL: Abstract: The implementation of General Elections (Pemilu) is an important moment in
https://doi.org/10.47134/iili.v1i4.2370 a democratic country that is held every five years, where people have the right to choose
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juridical which places the law as a system of norms. Violations committed include the
installation of billboards that disturb public order, damaging the billboards of election
participants, and placing billboards in prohibited places, so that the general election
commission has an important role in following up violations and providing sanctions

©0) according to the level of violations that occur. The settlement responds to violations of the
various administrative law sanctions that can be applied including government coercion,
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Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang berdiri berdasarkan hukum, prinsipnya
ditegaskan dalam konstitusi, yang menetapkan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat,

https://journal. pubmedia.id/index.php/lawjustice


mailto:2310611075@mahasiswa.upnvj.ac.id
mailto:irwantriadi1@yahoo.com
https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2370
mailto:irwantriadi1@yahoo.com

Indonesian Journal of Law and Justice Volume: 1, Nomor 3, 2024 20f 11

negara, dan pemerintahan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum. Untuk
mewujudkan prinsip tersebut, dibutuhkan keberadaan Badan Legislatif yang menjalankan
peran pentingnya sebagai lembaga perwakilan rakyat (Denip Nurdyan, 2013; Febry &
Wahyulina, 2014). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan entitas yang bertanggung
jawab atas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi DPR menegaskan bahwa DPR memiliki otoritas untuk merumuskan
undang-undang sebagai bagian dari perannya dalam mengawasi pemerintahan yang
bertindak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, DPR juga bertanggung
jawab dalam menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang merupakan
instrumen kunci dalam mengatur alokasi sumber daya negara.

Untuk memfasilitasi penyaluran aspirasi rakyat dengan efektif, diperlukan
penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR yang memenuhi prinsip-prinsip referendum
bersifat (LUBER JURDIL) langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang sesuai
dengan sila Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Monicap, n.d.). Pemilihan umum untuk
anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan sarana atau tempat terwujudnya kedaulatan
rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Dari berbagai tahapan yang terlibat dalam melakukan proses Pemilihan Umum, fase
Kampanye menonjol sebagai aspek yang memerlukan pengawasan serius. Tahap ini
memperlihatkan momen penting bagi berbagai Partai Politik dan calon legislatif untuk
memperkenalkan dirinya kepada publik, dengan adanya harapan dapat meningkatkan
tingkat pemahaman masyarakat terhadap mereka, yang pada gilirannya diharapkan akan
tercermin dalam dukungan elektoral (Muhammad, 2024; Simanjuntak, 2017). Sejalan
dengan ambisi yang luas dari Calon Legislatif, perlunya pengawasan yang cermat terhadap
proses ini menjadi jelas. Fenomena pelanggaran dan kasus yang melibatkan kampanye
Pemilihan Umum Calon Legislatif menjadi semakin meresahkan.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momen yang sangat penting
dalam sebuah negara demokratis di mana masyarakat berhak untuk memilih wakilnya
secara bebas dan adil tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Salah satu aspek krusial
dalam proses ini adalah kampanye politik, yang memungkinkan calon legislatif (caleg)
untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, dan memperjuangkan agenda politik
mereka kepada pemilih potensial (Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, 2018). Namun, dalam
prakteknya, kampanye seringkali diwarnai oleh pelanggaran hukum, terutama terkait
dengan melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk, baliho, dan
umbul-umbul.

Di DKI Jakarta, contoh konkret dari pelanggaran tersebut adalah maraknya
pemasangan APK yang sembarangan di tempat-tempat umum. Estetika kota terganggu,
dan yang lebih penting lagi, keselamatan pengguna jalan terancam akibat atribut kampanye
yang mengotori fasilitas umum. (Nai, 2021) Dalam konteks ini, Jembatan Penyeberangan
Orang (JPO) menjadi salah satu contoh yang terkena dampak, di mana pemasangan APK
secara sembarangan mengganggu fungsi dan keamanan fasilitas tersebut.
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Tidak hanya menjadi masalah keselamatan, tetapi juga menjadi pertanda
ketidakdisiplinan dalam mengikuti aturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Masa
kampanye Pemilu 2024 sendiri merupakan periode yang relatif singkat, namun
keberlangsungannya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas
pengawasan proses Pemilu, harus bertindak tegas terhadap pelanggaran tersebut.

(Larissa, 2024), Kompas.com dengan judul "Berbelit-belitnya Sanksi buat Caleg dan
Parpol yang Pasang Baliho Asal-asalan di Tempat Umum Diakses di:
https://megapolitan.kompas.com/read/2024/01/12/14253061/berbelit-belitnya-sanksi-buat-
caleg-dan-parpol- yang-pasang-baliho-asal?page=all

Namun, ironisnya, para pelanggar, termasuk calon legislasi dari berbagai partai
politik, tidak selalu langsung dikenai peringatan atau sanksi (Keller, 2019). Meskipun pihak
berwenang seperti Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) atau personel Satpol PP
seharusnya bertanggung jawab untuk menertibkan pemasangan APK, namun pada
kenyataannya, tanggung jawab tersebut seringkali terabaikan.

Melalui laporan seorang petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU)
Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat, yaitu Dani, terungkap betapa seringnya APK berupa
bendera partai dan baliho yang berserakan di jalanan. Bahkan, Dani yang seharusnya
memiliki tugas lain terpaksa merapikannya demi menjaga keselamatan pengguna jalan.

Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mengidentifikasi Pelanggaran Hukum
Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon
Legislatif di DKI Jakarta.

Metode

Metodologi Penelitian dalam karya yang dibuat ini, merupakan penelitian hukum
yuridis-normatif. Penelitian hukum jenis yuridis-normatif mengacu pada suatu pendekatan
yang dilakukan dengan cara mempelajari pendekatan teoritis, konsep-konsep, mempelajari
ketentuan-ketentuan hukum atau pendekatan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian dalam hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memerlukan hukum
sebagai suatu sistem normatif. Sistem normatif yang bersangkutan menyangkut asas,
standar, kaidah peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan doktrin (ajaran). Kajian
normatif ini merupakan kajian tentang sistematika hukum, yaitu. suatu kajian yang tujuan
utamanya untuk mengetahui makna atau landasan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Unsur Pelanggaran Terhadap Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye
Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta
Sesuai dengan Regulasi Pemilu yang telah ada, seperti undang-undang,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) di DKI Jakarta dalam pelanggaran Alat
Peraga Kampanye (APK) di tempat umum. Unsur-unsur dalam pelanggarannya
yaitu:
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a. Saat kampanye mengganggu kehidupan masyarakat (ditentukan dalam Pasal
280 Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 E UU tentang Pemilu) (Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

b. Ketika kampanye mengganggu kehidupan masyarakat (berdasarkan pasal
280.7 pasal 280E UU Pemilu 2017).

c. Jika Alat peraga Kampanye yang digunakan, ditempatkan pada lingkungan
Pemerintahan, Ibadah, dan Pendidikan (diatur Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 280 huruf H).37

d. Dengan memasang peralatan promosi di lokasi. Antara lain tempat
pengadilan, lingkungan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,
gedung pemerintahan, lingkungan lembaga pendidikan, rumah dan sekolah
(Pasal 34 UU KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Keperluan Pemilu).

e. Apabila perlengkapan kampanye tidak dilepas oleh peserta pemilu minimal
1 hari sebelum hari pemilu (ditetapkan dalam UU KPU 23 Tahun 2018 tentang
Keperluan Pemilu), pasal 34.4 (Gerstlé, 2019).

f. Jika kampanye yang dilakukan melanggar visibilitas rambu, lampu lalu lintas,
dan kamera lalu lintas serta membahayakan keselamatan, dan kesejahteraan
warga negara (Diatur di dalam Perbup Bupati Nomor 14 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Pasal 7).

Pemilihan umum calon legislatif merupakan bagian integral dari proses
demokratisasi di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi
pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur pemasangan alat peraga kampanye
(APK). DKI Jakarta, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan mobilitas
lalu lintas yang padat, menjadi sorotan utama terkait pelanggaran tersebut.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu calon legislatif DKI Jakarta, terdapat
sejumlah pelanggaran yang dilakukan terkait pemasangan baliho partai (Alonso-
Mufoz, 2020). Salah satunya adalah lambannya respon dari Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta, khususnya Satpol PP, dalam menindaklanjuti rekomendasi penertiban
APK yang melanggar. Baliho-baliho yang terpasang di jalan utama banyak yang
rusak dan mengganggu pengendara, terutama pengendara motor (Guess, 2023).
Pelanggaran juga mencakup pemasangan APK di tempat terlarang seperti tempat
ibadah, lingkungan rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas umum lainnya,
yang seharusnya telah diatur oleh regulasi yang ada.

Pengasingan diatur oleh undang-undang yang ada. Papan iklan dilarang
dipasang di properti Pemda DKI dan Pemda DKI harus segera mengambil tindakan
untuk memastikan lokasi kampanye tidak terlihat memenuhi ruang publik, pada
sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya (Gerbaudo, 2019). Mulai dari JPO Pasar Senen,
JPO Terminal Kramat Sentiong, hingga JPO Terminal Bus Salemba UI. Banyak pohon
yang dipaku di pinggir jalan untuk memajang nama dan foto calon anggota DPR.5
Bahkan, KPU sudah mengeluarkan peraturan yang melarang penempatan alat
tersebut. Perintah (APK) bangunan umum dan pohon (KPU) yang ada di dalamnya.
Undang-Undang Pemilu 2017 Pasal 70 dan 71. Menurut Pasal 71, tempat umum yang
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dilarang memuat materi promosi adalah rumah ibadah, lingkungan rumah sakit atau
tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, gedung atau tempat
pemerintahan, jalur upacara, jalan, tempat dan bangunan umum, serta taman dan
pepohonan (Blassnig, 2019; Smidt, 2020). Beberapa faktor dapat menjadi penyebab
terjadinya pelanggaran pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan
umum calon legislatif di DKI Jakarta. Pertama, kurangnya pengawasan dan
penegakan hukum dari pihak berwenang, seperti Satpol PP dan aparat keamanan,
dalam menertibkan APK yang melanggar. Kedua, minimnya kesadaran dan
kepatuhan dari para pelaku kampanye, baik dari partai politik maupun calon
legislatif, terhadap regulasi yang mengatur pemasangan APK. Ketiga, faktor politis
dan ekonomis, dimana pemasangan APK di tempat-tempat strategis dianggap
sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Pelanggaran pemasangan baliho partai dalam masa kampanye pemilihan
umum calon legislatif di DKI Jakarta memiliki implikasi yang cukup serius, baik dari
segi keamanan, keselamatan, maupun ketertiban lalu lintas. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah yang proaktif dan efektif dari pihak berwenang dalam
menegakkan aturan yang telah ditetapkan (Siegel, 2021). Disarankan agar
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum
terhadap pemasangan APK yang melanggar, serta meningkatkan sosialisasi dan
edukasi kepada para pelaku kampanye tentang pentingnya kepatuhan terhadap
regulasi yang ada.

Pelanggaran terhadap pemasangan baliho partai dalam masa kampanye
pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta menunjukkan adanya
ketidakpatuhan terhadap regulasi yang mengatur pelaksanaan kampanye (Braun,
2019). Langkah-langkah yang lebih tegas dan proaktif dari pihak berwenang, serta
peningkatan kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku kampanye, diperlukan
untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Demikianlah
hasil analisis terkait pelanggaran tersebut dalam konteks pemilihan umum di DKI
Jakarta.

2. Sanksi Hukum Administratif Yang Dapat Dilakukan Oleh Pelanggar Pemasangan
Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI
Jakarta

Sanksi hukum merupakan bagian penting dari pengaturan hukum, menurut
J.BJ.M. Sepuluh hukuman yang dikemukakan oleh Berge merupakan inti dari
administrasi hukum negara. Dari adanya 45 Hukuman tersebut biasanya
dicantumkan di akhir setiap undang-undang cauda venenum (suaranya beracun),
yaitu hukumnya sudah tidak berlaku lagi dan dapat dihukum. Sanksi diperlukan
untuk menjamin pelaksanaan KUHP 46 (Maier, 2020; Tamaki, 2020). Menurut
Philipus M. Hadjon, tidak perlu memasukkan pembatasan dan pembatasan terhadap
warga negara dalam undang-undang administrasi negara jika pemerintah tidak
dapat membuat peraturan administrasi. Salah satu alat untuk menegakkan perilaku
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sipil adalah sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, hukuman merupakan bagian
integral dari beberapa sistem hukum.

Dalam hukum administrasi nasional, penggunaan sanksi administratif
merupakan permintaan pemerintah, berdasarkan aturan hukum administrasi
nasional, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum, pemerintah mempunyai
kewenangan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU
Administrasi Nasional dan kewenangan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan
tersebut dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan-
ketentuan UU Administrasi Nasional (Jaffrelot, 2020; Marcinkowski, 2021). Hukum
Administrasi Nasional yang mengatur, untuk menegakkan aturan tersebut Ada dua
jenis sanksi: Sanksi korektif adalah hukuman yang dijatuhkan sebagai respons
terhadap pelanggaran terhadap aturan, dengan tujuan untuk mengembalikan
keadaan semula sebelum pelanggaran terjadi. Contohnya: termasuk hukuman
negara (bestuursdwang) dan hukuman moneter (dwangsom). Sanksi adalah
hukuman yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman (straffen) kepada
seseorang (Unkel, 2021). Contohnya adalah pengenaan denda administratif
(bestuursboete). Pemasangan baliho partai politik dalam masa kampanye pemilihan
umum (Pemilu) calon legislatif di DKI Jakarta merupakan suatu perwujudan dari
hak politik yang dijamin oleh konstitusi bagi setiap warga negara. Namun, seperti
hak-hak lainnya, seperti hak untuk memasang baliho, dalam hal ini juga harus
dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pelanggaran
terhadap aturan pemasangan baliho partai politik dapat menimbulkan konsekuensi
hukum administratif yang beragam, secara khusus diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur terkait prosedur pelaksanaan Pemilu.

Salah satu sanksi hukum administratif yang diberlakukan kepada pelanggar
pemasangan baliho partai politik seperti paksaan pemerintahan (bestuursdwang).
Paksaan pemerintahan ini merupakan hal nyata yang dilakukan oleh pemerintah
untuk mengosongkan, memindahkan, menghalangi, atau memperbaiki kondisi yang
sudah atau sedang dilakukan ternyata bertentangan dengan kewajiban yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, pemerintah daerah
dapat mencabut izin pemasangan baliho jika pemegang izin memberikan informasi
tidak benar atau tidak lengkap.

Selain paksaan pemerintahan, pengenaan uang paksa (dwangsom) juga
merupakan alternatif sanksi yang dapat diterapkan. Dwangsom biasanya digunakan
ketika paksaan pemerintahan terlalu memakan biaya yang besar dan tidak seimbang
dengan pelanggaran yang telah terjadi (Elareshi, 2021). Sanksi administrasi yang
berbentuk denda administrasi (administratieveboete) juga dapat diterapkan, dimana
seseorang dikenakan kewajiban membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan
sebagai hukuman melanggar peraturan.

Pelanggaran administrasi, seperti pelanggaran tata cara pemasangan baliho
partai politik, merupakan pelanggaran terhadap mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan acara Pemilu, namun tidak diancam dengan sanksi pidana.
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Dalam penyelesaian pelanggaran administrasi APK (Alat Peraga Kampanye) dapat
dilakukan melalui sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Dalam konteks Pemilu legislatif di DKI Jakarta, penyelesaian pelanggaran
administrasi APK diatur oleh Pasal 76 ayat (3) Aturan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu yang memberikan pengertian
yang jelas terkait dengan sanksi administratif (Cano-Oron, 2021). Pasal-pasal
tersebut memberikan landasan hukum yang mengatur prosedur penyelesaian
pelanggaran administrasi APK dengan menggunakan sanksi administratif, yang
dapat diterapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.

Sebagai langkah penyelesaian lebih lanjut upaya penyelesaian terhadap
pelanggaran administrasi APK 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (1) menyatakan sebagai
berikut:

Pasal 76 ayat (3)

Pelanggaran terhadap larangan ketentuan tertera dalam Pasal 69 ayat (1)
huruf h dikenai sanksi:

a. peringatan yang tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu lingkungan yang mengakibatkan gangguan keamanan yang akan
berpotensi menyebar ke lingkungan tempat lain.

Pasal 78 ayat (1)

Pelaksanaan dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dikenai sanksi administratif dan penurunan
atau Pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu.

3. Lembaga Yang Berwenang Menyelesaikan Pelanggaran Administratif Terhadap
Pelanggar Pemasangan Baliho Partai Dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum

Pembahasan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran
administratif terhadap pelanggar pemasangan baliho partai dalam masa kampanye
pemilihan umum (Pemilu) merupakan hal penting dalam konteks keberlangsungan
demokrasi dan penerapan aturan hukum yang berlaku. Peraturan Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018, telah mengatur secara jelas mengenai larangan
dan ketentuan terkait dengan penempatan Alat Peraga Kampanye (APK) pada
tempat-tempat tertentu, seperti tempat ibadah, lingkungan rumah sakit, gedung
pemerintahan, lembaga pendidikan, jalan protokol, dan fasilitas umum.

Meskipun aturan tersebut telah diatur dengan rinci, pada kenyataannya
masih terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan dalam hal pemasangan APK,
seperti pemasangan di pepohonan, jalan protokol, lembaga pendidikan, dan fasilitas
umum (Dollbaum, 2020; Emanuele, 2020). Pertanyaan muncul mengenai lembaga
mana yang memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran tersebut, dan
seringkali masyarakat mengasumsikan bahwa tugas tersebut sepenuhnya menjadi
wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 6
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Secara teknis, pemasangan APK merupakan metode kampanye yang telah
diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, serta yang dijelaskan lebih detail dalam
Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
(Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum, 2018). APK didesain oleh peserta calon legislatif dan diproduksi oleh KPU
atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh KPU. Lokasi pemasangan APK disepakati
bersama antara KPU dan Pemerintah Daerah (Pemda), dan calon legislatif juga dapat
memproduksi APK sendiri dengan syarat ukurannya sesuai dengan yang ditetapkan
oleh KPU.

Pelanggaran terhadap ketentuan pemasangan APK dikenai sanksi
administratif dengan aturan Pasal 78 Peraturan KPU No 23 Tahunp2018. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaannya pada tim kampanye yang melanggar
akan dikenakan tagihan administratif berupa penurunan atau pembersihan APK
(Sinpeng, 2020). Instansi yang bertanggung jawab mencegah pelanggaran
APKpadalah Bawaslu yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 78

1) Pimpinan atau kelompok kampanye yang tidak patuh terhadap pasal 73 akan
dapat dikenakan sanksi administratif dan penarikan atau pencucian bahan
kampanye atau perlengkapan kampanye pemilu.

2) Provinsi Vawaslu, Kabupaten/Kota Vawaslu, Kecamatan Panwa serta
Kepolisian Pamong Praja harus bekerja sama untuk menghapus atau
membersihkan barang selundupan atau perlengkapan apa pun yang
tercantum dalam ayat (1).

KPU memiliki peran penting dalam menindaklanjuti pelanggaran APK, yang
dapat dilakukan baik melalui laporan masyarakat maupun hasil kajian dari Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah menerima rekomendasi dan hasil kajian dari
Panwaslu, KPU memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada calon yang
melanggar aturan pemasangan APK. Sanksi diberikan oleh KPU berupa peringatan
tertulis atau perintah penurunan APK dalam waktu yang ditentukan.

Perlu dicatat bahwa Panwaslu sendiri tidak memiliki kewenangan
untukpmemberikan sanksi terhadap calon dalam konteks pelanggaran APK.
Panwaslu dapat melakukan fungsi pencegahan pelanggaran pemilu dengan
memberikan himbauan kepada calon legislatif yang melanggar aturan.

Wewenang Panwaslu seperti APK yang dianggap melanggar dan dihapus
berdasarkan dari temuan atau laporan komunitas. Namun, pelaksanaan sanksi
administratif berada Diselenggarakan oleh KPU (Seethaler, 2019). Teknisnya,
penurunan APC dilakukan langsung oleh aparat penegak hukum, dan apabila masih
kurang baik dalam mencegah pelanggaran APC, maka pengawas pemilu dapat
bekerja sama dengan Satpol PP. Kurangi kekuatan.

Simpulan
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Dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum calon legislatif di DKI Jakarta,
pemasangan baliho partai seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi yang
mengatur Alat Peraga Kampanye (APK). Pelanggaran tersebut meliputi berbagai aspek,
seperti pemasangan APK yang mengganggu ketertiban umum, merusak atau
menghilangkan APK peserta pemilu, dan penempatan APK di tempat-tempat terlarang
seperti rumah ibadah, lingkungan rumah sakit, atau fasilitas lembaga pendidikan. Faktor
penyebab dari pelanggaran tersebut merupakan kurangnya pengawasan dan penegakan
hukum yang efektif dari pihak berwenang, serta minimnya kesadaran dan kepatuhan dari
pelaku kampanye terhadap regulasi yang ada. Implikasi dari pelanggaran tersebut
mencakup gangguan terhadap keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas, sehingga
diperlukan langkah-langkah proaktif dan efektif dari pihak berwenang, serta peningkatan
kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku kampanye, guna mencegah terulangnya

pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam menanggapi pelanggaran pemasangan baliho partai, terdapat beragam sanksi
hukum administratif yang dapat diterapkan. Sanksi tersebut meliputi paksaan
pemerintahan (bestuursdwang), pengenaan uang paksa (dwangsom), dan denda administrasi
(administratieveboete). Sanksi-sanksi ini bertujuan untuk memulihkan kondisi yang telah
dilanggar, memberikan hukuman pada pelanggar, atau sebagai upaya pencegahan
pelanggaran di masa mendatang. Penyelesaian pelanggaran administrasi APK diatur oleh
peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 76 dan 78 Tentang Peraturan KPU,
Nomor 23 Tahun 2018, yang merupakan landasan hukum yang jelas terkait dengan
prosedur penyelesaian pelanggaran dan penerapan sanksi administratif. Lembaga yang
berwenang menangani pelanggaran administratif APK meliputi Bawaslu yang bekerja
sama dengan Satpol PP, dengan KPU memiliki peran penting dalam menindaklanjuti
pelanggaran dan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi.
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